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PENGECUALIAN

Kapal yang berukuran di atas 30 GT
yang beroperasi di WPPNRI di atas 12

Mill Laut dan/atau laut lepas.
Pembuatan SIUP, SIPI dan SIKPI di

bawah kewenangan KKP

Kapal yang berukuran di atas 5 GT sampai

dengan 30 GT yang beroperasi sampai dengan

12 Mill Laut dan dalam wilayah administrasinya.

Pembuatan SIUP, SIPI dan SIKPI di bawah

kewenangan GUBERNUR

dkpkab.acehbarat@gmail.com

Izin dikecualikan bagi kapal penangkap ikan nelayan kecil dengan
ukuran kapal di bawah 6 GT, nelayan kecil sebagaimana dimaksud

harus memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP)

dkp.acehbarat

KEWENANGAN PENERBITAN DI BAWAH
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEWENANGAN PENERBITAN DI BAWAH
GUBERNUR

AYO SEGERA
URUS SIUP, SIPI DAN

SIKPI MU!

DKP Aceh Barat

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan
dan Permen KP Nomor 58/Permen-kp/2020  tentang Usaha Perikanan Tangkap

BAGI KAPAL YANG
MELAKUKAN PENANGKAPAN
IKAN DIPERAIRAN DI ATAS
12 MIL LAUT, MAKA WAJIB

MEMILIKI IZIN (SIUP DAN SIPI)
YANG DITERBITKAN OLEH
KEMENTERIAN KELAUTAN

DAN PERIKANAN


